
 

 

 

 
 

GUBERNUR GORONTALO  

 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR  54  TAHUN 2014  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 02  

TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang : a bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Gorontalo  dilaksanakan dengan efektif, 

efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai 

ketentuan perundang-undangan; 

b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 

Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan 

penyesuaian; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo 

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 

02 Tahun 2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembeban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008  Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5137); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang  

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang  Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 02 TAHUN 

2014 TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PEMBEBANAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
 

Pasal I 
 

  Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 02 Tahun 

2014 tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2014 Nomor 02), diubah sebagai berikut :  

 

Ketentuan Pasal 13 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

c.  untuk Pekerjaan Barang/Jasa dengan nilai di atas  

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berbentuk Kontrak 

Kerja ditanda tangani oleh PA/KPA; 
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Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 18 AGUSTUS 2014    

GUBERNUR GORONTALO, 

        TTD 

      RUSLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal  18 AGUSTUS  2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, 

   TTD 

WINARNI D MONOARFA 
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